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Abstract 

 
General Background: The Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) as a notarial authentic deed 

serves as a legal instrument to facilitate land transactions and ensure legal certainty in civil law 

practice. Specific Background: In practice, PPJB may not always reflect a balanced agreement, 

particularly when one party experiences inequality of position, leading to misbruik van 

omstandigheden or abuse of circumstances. Knowledge Gap: Despite formal validity, there remains 

limited analysis of judicial reasoning in assessing defects of consent within PPJB and the resulting 

legal consequences in Indonesian court decisions. Aims: This study analyzes the judge’s legal 

considerations in annulling a notarial PPJB due to abuse of circumstances and examines the legal 

consequences of such annulment in Decision Number 234/Pdt.G/2020/PN Mtr. Results: The findings 

indicate that the annulment is based on a defect of consent arising from unequal bargaining positions, 

where the agreement did not reflect a freely formed will as required under Article 1320 of the 

Indonesian Civil Code. Consequently, the PPJB is categorized as avoidable agreement(vernietigbaar), 

resulting in the loss of binding legal force after the court decision and restoring the parties to their 

original position. Novelty: This study highlights the judicial application of misbruik van 

omstandigheden as a doctrinal basis for evaluating substantive justice beyond formal legality in 

notarial deeds. Implications: The findings emphasize the need for notarial prudence and consistent 

judicial application of abuse of circumstances doctrine to ensure legal protection for weaker parties in 

contractual relations. 

 
Highlights: 

 
Court reasoning confirms imbalance of bargaining positions as basis for contract invalidation. 

Agreement classification as vernietigbaar leads to loss of legal enforceability after judgment. 

Legal status of parties is restored to pre-contractual condition following annulment. 

 
Keywords: PPJB Annulment, Misbruik Van Omstandigheden, Notarial Deed, Defect of Consent, 

Indonesian Civil Law 
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Pendahuluan 

Perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) kerap dijadikan alternatif untuk memperlancar transaksi sebelum terpenuhinya syarat 

administratif peralihan hak atas tanah. Keberadaan PPJB memungkinkan para pihak melaksanakan kesepakatan hukum 

meskipun proses jual beli belum dapat dilakukan secara sempurna [1]. Namun, pelaksanaan PPJB tidak jarang menimbulkan 

ketidakseimbangan posisi antara penjual dan pembeli. Kondisi ini berpotensi menimbulkan praktik penyalahgunaan keadaan 

(misbruik van omstandigheden) yang menyebabkan satu diantara pihak berada pada posisi kurang menguntungkan. 

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberadaan akta autentik yang disusun Notaris tak selalu dijadiin jaminan 

tercapainya keadilan substantif bagi para pihak. 

 
Jabatan Notaris pada hakikatnya memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem hukum perdata, khususnya dalam 

menjamin terciptanya kejelasan serta perlindungan hukum demi publik. Fungsi tersebut diwujudkan melalui kewenangan 

Notaris dalam membuat akta autentik, yaitu akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dengan kekuatan pembuktian 

tersebut, akta autentik bukan sekadar bermanfaat selaku alat bukti tertulis, namun pula menjadi landasan hukum yang 

menyerahkan jaminan kepastian terhadap hak dan kewajiban para pihak yang tercantum di dalamnya.[2]. Lebih lanjut, 

melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris, ditegaskan saat melaksanakan kewajiban jabatannya, Notaris terikat pada prinsip-prinsip profesionalitas 

yang ketat. 

 
Notaris diharuskan guna berperilaku apa adanya teliti independen, serta menjaga sikap tidak memihak kepada salah satu 

pihak. Prinsip-prinsip tersebut bukan sekadar bersifat normatif, namun pula harus tercermin secara nyata dalam setiap 

proses pembuatan akta. Salah satu bentuk implementasinya adalah kewajiban Notaris untuk membacakan serta 

memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai isi akta kepada para penghadap, sehingga setiap pihak memahami 

secara utuh hak serta tanggungjawab yang muncul dari kesepakatan tersebut. Hal ini dimaksudkan guna mencegah 

terjadinya kesalahpahaman, kekhilafan, maupun adanya unsur paksaan yang dapat mencederai keabsahan kehendak para 

pihak. [3] Akan demikian dalam pelaksanaannya bukan seluruh dokumen yang disusun oleh Notaris sepenuhnya 

mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas tersebut. Walaupun secara resmi sebuah dokumen sudah 

menepati ketentuan sebagai dokumen sah, tidak jarang ditemukan adanya permasalahan substansial yang berkaitan dengan 

ketidakseimbangan kehendak para pihak. Kondisi ini dapat timbul, antara lain, akibat kurangnya pemahaman salah satu 

pihak terhadap isi perjanjian, adanya tekanan situasional, maupun penyalahgunaan keadaan (misbruik van 

omstandigheden). Dalam situasi demikian, akta yang semula dianggap sah dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna 

berpotensi dipersoalkan keabsahannya, karena tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak bebas para pihak sebagaimana 

disyaratkan dalam hukum perdata. 

 
Misbruik van omstandigheden atau penyalahgunaan keadaan terjadi ketika salah satu pihak memanfaatkan kondisi pihak 

lain yang lemah atau terdesak untuk memperoleh keuntungan. Misbruik van omstandigheden sering kali muncul pada pihak 

yang kurang memahami hukum atau berada dalam posisi tidak seimbang [4]. Keadaan ini menimbulkan ketidakadilan 

meskipun secara formal akta telah dibuat sesuai prosedur. Akibatnya akta yang seharusnya menjadi instrumen kepastian 

hukum justru berpotensi melahirkan sengketa baru. Perjanjian yang mengandung misbruik van omstandigheden pada 

hakikatnya tidak mencerminkan kesepakatan bebas sebagaimana dikehendaki Pasal 1320 KUHPerdata. Meskipun Pasal 

1321 KUHPerdata hanya mengenal tiga cacat kehendak yakni kekhilafan, paksaan, serta penipuan, praktik peradilan di 

Indonesia telah menggunakan doktrin misbruik van omstandigheden selaku dasar pembatalan perjanjian [5]. 

 
Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 234/Pdt.G/2020/PN Mtr memberikan gambaran konkret mengenai situasi 

tersebut. Kasus ini berawal dari kesepakatan pinjaman uang yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta PPJB dan Akta 

Kuasa Menjual di hadapan Notaris. Sertifikat tanah milik penggugat akhirnya beralih kepada tergugat, meskipun tidak 

terdapat niat untuk menjualnya. Majelis hakim menilai bahwa akta tersebut tetap sah secara formal, tetapi mengandung 

unsur misbruik van omstandigheden karena adanya ketidakseimbangan posisi hukum antara para pihak. Pertimbangan 

hakim dalam perkara tersebut menjadi dasar penting untuk menilai sejauh mana tanggung jawab Notaris mengenai konten 

dokumen yang disusunnya. 

 
Posisi notaris selaku aparat publik menempatkannya pada posisi yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin 

terlaksananya tertib hukum di tengah masyarakat, khususnya dalam bidang hukum perdata. Dalam menjalankan 

kewenangannya, Notaris tidak hanya dituntut untuk sekadar memenuhi aspek formalitas administratif, tetapi juga harus 

mampu melaksanakan tugasnya secara cermat, objektif, dan berimbang dengan memperhatikan kepentingan seluruh pihak 

yang terkait di sebuah tindakan hukum. Hal ini menjadi krusial mengingat tiap dokumen yang disusun oleh Notaris memiliki 

konsekuensi hukum yang luas dan berpotensi memengaruhi hak serta kewajiban para pihak dalam jangka panjang. Akta 

autentik yang dihasilkan oleh Notaris pada dasarnya bukan sekadar berperan sebagai sarana pembuktian tulisan yang 

mempunyai daya pembuktian penuh, melainkan juga sebagai instrumen hukum yang berperan dalam menjaga 

keseimbangan, keadilan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, dalam proses pembuatannya, Notaris dituntut untuk tidak 

hanya memahami aspek normatif dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus memiliki kepekaan terhadap 

kondisi faktual yang dialami oleh para pihak. Pemahaman yang mendalam terhadap latar belakang, posisi tawar, serta 

situasi psikologis para pihak menjadi faktor penting guna menjamin perjanjian yang dituangkan dalam akta sungguh- 

sungguh mencerminkan kehendak yang bebas dan tidak terdistorsi oleh tekanan atau ketimpangan. 

 
Urgensi dilakukannya penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk mengkaji secara lebih mendalam dan kritis mengenai 

landasan penilaian hakim saat menetapkan keputusan pembatalan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat 
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oleh Notaris, khususnya dalam situasi di mana terdapat unsur misbruik van omstandigheden atau penyalahgunaan keadaan. 

Fenomena ini menjadi penting untuk diteliti karena dalam praktiknya, tidak semua akta yang secara formal telah memenuhi 

ketentuan hukum dapat secara otomatis dianggap sah secara substansial, terutama apabila terdapat indikasi bahwa 

kehendak para pihak tidak terbentuk secara bebas dan seimbang. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 

234/Pdt.G/2020/PN Mtr dijadikan selaku objek telaah sebab mencerminkan secara konkret bagaimana hakim melakukan 

penilaian terhadap keseimbangan kehendak para pihak, sekaligus menguji keabsahan suatu akta yang secara formil telah 

memenuhi syarat sebagai akta autentik. Dalam putusan tersebut, terlihat hakim bukan sekadar berpijak pada unsur 

formalitas saja, namun pula menilai sisi keadilan substantif, yaitu apakah kesepakatan yang disusun sungguh-sungguh 

menggambarkan keinginan bebas para pihak tanpa adanya paksaan, ketimpangan posisi, atau penyalahgunaan keadaan. 

 
Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dari sekadar legalitas formal menuju penilaian yang lebih 

komprehensif terhadap nilai-nilai keadilan. Selain itu, penelitian ini juga memiliki signifikansi dalam menguraikan secara 

sistematis mengenai konsekuensi hukum yang muncul dari pembatalan akta PPJB tersebut. Pembatalan suatu akta bukan 

hanya berdampak pada gugurnya kekuatan pembuktian akta, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kedudukan hukum 

para pihak serta status hukum objek yang menjadi pokok perjanjian. Oleh karena itu, analisis terhadap konsekuensi yuridis 

ini menjadi penting untuk memberikan kejelasan mengenai bagaimana hukum memberikan perlindungan serta memulihkan 

hak-hak pihak yang dirugikan.. Oleh sebab itu rumusan masalah penelitian ini Pertama, bagaimana akibat hukum 

pembatalan akta PPJB yang dibuat oleh Notaris akibat misbruik van omstandigheden dalam Putusan Nomor 

234/Pdt.G/2020/PN Mtr? Kedua, bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam membatalkan akta PPJB yang dibuat oleh 

Notaris akibat misbruik van omstandigheden dalam Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PN Mtr? 

 

Metode 

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni suatu metode yang tidak hanya bertumpu 

pada kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengaitkannya dengan fakta-fakta yang terjadi 

dalam praktik. Fokus utama penelitian diarahkan pada analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam memutus 

pembatalan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat di hadapan Notaris, khususnya dalam konteks adanya 

unsur misbruik van omstandigheden (penyalahgunaan keadaan), serta menelaah akibat hukum yang timbul bagi para pihak 

sebagai konsekuensi dari pembatalan tersebut. Kajian ini secara spesifik merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram 

Nomor 234/Pdt.G/2020/PN Mtr sebagai objek analisis utama. Sumber data yang digunakan pada kajian ini terbagi data 

primer dan data sekunder. Data primer didapati dari kegiatan wawancara melalui pihak-pihak yang selaras demi menggali 

data empiris yang mendukung analisis. Sementara itu, data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. 

 
Bahan hukum primer meliputu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek kajian. 

Bahan hukum sekunder meliputi doktrin-doktrin hukum, pendapat para ahli, serta karya ilmiah yang relevan, sementara 

bahan hukum tersier dipakai sebagai penunjang guna memberikan pengertian konseptual yang lebih luas, khususnya terkait 

dengan teori cacat kehendak dan keabsahan akta autentik dalam hukum perdata. Dalam proses analisis, kajian ini memakai 

beragam pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) guna mengkaji norma hukum yang 

berlaku, pendekatan kasus (case approach) untuk menelaah mendalam putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, 

serta pendekatan konseptual (conceptual approach) guna mengerti dan menguraikan dasar-dasar aturan yang selarass. 

Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis), yang dilakukan 

melalui beberapa tahapan sistematis, meliputi inventarisasi norma hukum yang berkaitan, pengujian kesesuaian antara 

norma tersebut dengan fakta hukum yang terungkap dalam putusan, serta penafsiran terhadap argumentasi yuridis hakim 

dalam menjatuhkan putusan pembatalan akta. 

 

Hasil dan Pembahasan 

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Membatalkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

yang Dibuat Oleh Notaris Akibat Misbruik van omstandigheden dalam Putusan Nomor 

234/Pdt.G/2020/PN Mtr 

Perkara perdata Nomor 234/Pdt.G/2020/PN Mtr bermula ketika Tergugat I memerlukan dana guna menunjang 

pembangunan proyek Rumah Sakit Islam Internasional Gul-E-Rana di Lombok Timur. Kebutuhan dana tersebut mendorong 

Tergugat I mencari bantuan finansial melalui pihak lain yang memiliki kemampuan ekonomi lebih kuat. Hubungan 

pertemanan antara para penggugat dan Tergugat I menimbulkan kepercayaan sehingga para penggugat bersedia membantu 

kebutuhan dana tersebut. Bantuan tersebut diberikan melalui peminjaman sertifikat tanah milik para penggugat yang 

dijadikan jaminan transaksi pinjaman uang. Proses transaksi kemudian diarahkan ke hadapan notaris untuk dituangkan 

dalam bentuk akta hukum. Tahap tersebut melahirkan Akta PPJB Perjanjian meskipun kesepakatan awal para pihak 

berkaitan dengan pinjaman uang. 

 
Kebutuhan dana tersebut akhirnya dipenuhi oleh Tergugat II yang bersedia memberikan uang sebesar Rp350.000.000 

kepada Tergugat I. Sertifikat tanah milik para penggugat digunakan sebagai jaminan guna memperoleh dana tersebut. 

Proses transaksi kemudian dituangkan melalui Akta PPJB Nomor 1 tanggal 26 Februari 2018 serta Akta Kuasa Menjual 

Nomor 2 tanggal yang sama di hadapan Notaris DZ. Keberadaan akta PPJB tersebut menjadi dasar hubungan hukum yang 

secara formal menyerupai transaksi jual beli tanah. Hubungan hukum tersebut kemudian berkembang hingga pembuatan 

Akta Jual Beli Nomor 9 Tahun 2019 yang mengalihkan hak atas tanah kepada Tergugat II. Situasi tersebut menimbulkan 

sengketa karena para penggugat menilai bahwa akta PPJB hanya digunakan sebagai sarana jaminan pinjaman. 
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Proses persidangan memperlihatkan sejumlah bukti surat yang diajukan oleh para penggugat untuk mendukung dalil 

gugatan. Bukti tersebut meliputi dokumen transaksi keuangan serta akta-akta notaris yang berkaitan dengan objek 

sengketa. Majelis hakim menilai bukti surat menunjukkan adanya penyerahan uang sebesar Rp350.000.000 kepada 

Tergugat I. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa hubungan awal para pihak berkaitan dengan pemberian dana pinjaman. 

Kedudukan akta PPJB kemudian menjadi objek pemeriksaan karena dokumen itu menjadi landasan timbulnya perpindahan 

hak atas tanah. Bukti surat serta keterangan saksi digunakan untuk menilai apakah akta PPJB tersebut benar-benar 

mencerminkan kehendak para pihak. 

 
Pemeriksaan saksi dalam persidangan memperlihatkan adanya perubahan bentuk hubungan hukum antara para pihak. Saksi 

menjelaskan bahwa sertifikat tanah semula dijadikan jaminan transaksi yang menyerupai hubungan pinjam meminjam uang. 

Perubahan bentuk hubungan hukum kemudian terjadi ketika objek tanah dialihkan melalui akta jual beli kepada Tergugat II. 

Proses perubahan tersebut berawal dari pembuatan akta PPJB yang dijadikan dasar transaksi jual beli. Para penggugat 

menyatakan tidak pernah memiliki niat untuk menjual tanah yang dijadikan jaminan pinjaman tersebut. Fakta tersebut 

memperlihatkan adanya perbedaan pemahaman antara para pihak mengenai makna dan tujuan akta PPJB. 

 
Pertimbangan pertama majelis hakim berkaitan dengan ketentuan sah kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesepakatan para pihak merupakan unsur penting yang menentukan lahirnya suatu 

perjanjian yang sah menurut hukum. Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut harus terbentuk melalui kehendak bebas 

tanpa adanya tekanan atau manipulasi. Ketentuan hukum juga mengenal adanya cacat kehendak yang dapat menyebabkan 

perjanjian menjadi dapat dibatalkan. Majelis hakim menilai keberadaan akta PPJB harus diuji berdasarkan prinsip 

kesepakatan bebas para pihak. Penilaian tersebut menjadi dasar awal untuk menilai apakah akta PPJB benar-benar 

mencerminkan kesepakatan yang sah. 

 
Pertimbangan berikutnya berkaitan dengan perkembangan doktrin hukum perdata mengenai penyalahgunaan keadaan atau 

misbruik van omstandigheden yang dikenal sebagai jenis kelainan niat yang berkembang melalui teori hukum serta 

yurisprudensi pengadilan [6]. Majelis hakim menilai bahwa penyalahgunaan keadaan dapat terjadi ketika pihak yang lebih 

kuat memanfaatkan kondisi lemah pihak lain. Ketidakseimbangan posisi tersebut berpotensi memengaruhi kebebasan 

kehendak dalam pembentukan perjanjian. Pendekatan tersebut digunakan untuk menilai hubungan hukum yang melahirkan 

akta PPJB antara para pihak. Penilaian tersebut bertujuan menentukan apakah akta PPJB lahir melalui kesepakatan yang 

bebas atau melalui penyalahgunaan keadaan. 

 
Pertimbangan selanjutnya menilai substansi relasi hukum yang sesungguhnya berlangsung di antara para pihak. Majelis 

hakim menemukan fakta bahwa hubungan awal para pihak merupakan transaksi pinjam meminjam uang. Sertifikat tanah 

milik para penggugat digunakan sebagai jaminan guna memperoleh dana pinjaman dari Tergugat II. Hubungan hukum 

tersebut kemudian berubah bentuk menjadi PPJB melalui pembuatan akta PPJB di hadapan notaris. Perubahan bentuk 

hubungan hukum tersebut dinilai tidak mencerminkan tujuan awal transaksi para pihak. Keadaan tersebut menunjukkan 

bahwa akta PPJB tidak sepenuhnya mencerminkan substansi hubungan hukum yang sebenarnya. 

 
Pertimbangan hakim juga menyoroti posisi ekonomi para pihak yang tidak seimbang dalam hubungan hukum tersebut. Para 

penggugat berada dalam posisi lebih lemah karena membutuhkan dana untuk membantu kepentingan proyek Tergugat I. 

Tergugat II berada dalam posisi lebih kuat karena memiliki kemampuan finansial serta menentukan syarat transaksi. 

Ketidakseimbangan posisi tersebut memengaruhi proses pembentukan kesepakatan antara para pihak. Majelis hakim 

menilai situasi tersebut berpengaruh terhadap lahirnya akta PPJB yang merugikan pihak penggugat. Kondisi tersebut 

menjadi indikasi adanya penyalahgunaan keadaan dalam pembentukan akta PPJB. 

 
Pertimbangan lain menilai adanya cacat kehendak yang muncul akibat kondisi ekonomi yang menekan para penggugat. 

Majelis hakim menilai bahwa kondisi tersebut menyebabkan para penggugat menyetujui pembuatan akta PPJB yang 

merugikan kepentingannya. Penyalahgunaan keadaan oleh para tergugat menyebabkan kehendak para penggugat tidak 

terbentuk secara bebas. Kondisi tersebut menimbulkan cacat kehendak dalam proses pembentukan perjanjian. Akta PPJB 

yang muncul dari situasi itu dianggap tidak mempunyai daya hukum yang mengikat. Pertimbangan tersebut memperkuat 

alasan hakim untuk membatalkan akta yang disengketakan. 

 
Pertimbangan terakhir majelis hakim juga merujuk pada praktik yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengakui muncul 

dari situasi itu dianggap tidak mempunyai daya hukum. Yurisprudensi tersebut menunjukkan pemanfaatan salah situasi bisa 

menjadi landasan pembatalan sebuah dokumen kesepakatan. Hakim menilai penerapan doktrin tersebut diperlukan untuk 

memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan. Penerapan doktrin tersebut digunakan untuk menilai keberlakuan akta 

PPJB yang menjadi dasar sengketa. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa akta PPJB dapat dibatalkan apabila terbukti 

lahir dari penyalahgunaan keadaan. Kesimpulan tersebut menjadi dasar majelis hakim untuk menegaskan akta PPJB tak 

mempunyai kekuatan hukum. 

 
Majelis hakim pada akhirnya menerima tuntutan para penggugat guna separuh setelah menilai seluruh fakta persidangan. 

Putusan tersebut menyatakan bahwa para tergugat terbukti melakukan penyalahgunaan keadaan dalam pembentukan 

hubungan hukum. Akta PPJB Nomor 1 tanggal 26 Februari 2018 dinyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat. Akta Kuasa Menjual serta Akta Jual Beli yang lahir berdasarkan akta PPJB tersebut juga dinyatakan tidak sah. 

Hak atas tanah dengan Sertifikat Nomor 718/Pagesangan Timur dinyatakan tetap menjadi milik sah para penggugat. Amar 

putusan tersebut menegaskan bahwa keberadaan akta PPJB tidak dapat dipertahankan apabila terbukti lahir dari 

penyalahgunaan keadaan. 

 
Putusan pengadilan dalam perkara ini menunjukkan bahwa kebebasan kehendak merupakan prinsip penting dalam hukum 
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perjanjian. Keabsahan suatu perjanjian tidak hanya dinilai melalui formalitas penandatanganan akta notaris [7]. Majelis 

hakim menilai substansi relasi hukum yang sesungguhnya berlangsung di antara para pihak. Penilaian tersebut menjadi 

dasar untuk menilai keberlakuan akta PPJB yang menjadi objek sengketa. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa akta 

PPJB tidak dapat dipertahankan apabila tidak mencerminkan kesepakatan yang bebas. Perlindungan terhadap pihak yang 

lemah menjadi pertimbangan penting dalam penilaian hakim. 

 
Berdasarkan analisis peneliti, pertimbangan hakim sejalan dengan teori kehendak dalam hukum perjanjian. Teori kehendak 

menegaskan bahwa kesepakatan harus lahir dari kehendak bebas para pihak [8]. Kebebasan kehendak dapat terganggu 

apabila salah satu pihak berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi atau psikologis. Penyalahgunaan keadaan dapat 

merusak keseimbangan kehendak dalam suatu perjanjian [9]. Kondisi tersebut terlihat dalam pembentukan akta PPJB yang 

dikerjakan oleh beberapa penerima pada perkara ini. Keadaan itu menyebabkan akta PPJB tidak lagi mencerminkan 

kesepakatan yang sebenarnya. 

 
Pertimbangan hakim juga berkaitan erat dengan teori keadilan dalam hukum perdata. Teori keadilan menekankan perlunya 

keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam suatu hubungan hukum. Ketidakseimbangan posisi ekonomi para 

pihak dalam perkara ini menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi yang dilakukan. Nilai pinjaman yang relatif kecil 

dibandingkan nilai tanah memperlihatkan ketimpangan yang signifikan. Ketimpangan tersebut terlihat jelas melalui 

penggunaan akta PPJB sebagai sarana jaminan pinjaman. Kondisi tersebut mendukung kesimpulan bahwa akta PPJB tidak 

lahir dari hubungan hukum yang seimbang. 

 
Menurut analisis peneliti, penggunaan doktrin misbruik van omstandigheden menunjukkan perkembangan hukum perdata 

Indonesia yang semakin adaptif. Misbruik van omstandigheden tidak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 1321 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. Praktik peradilan menggunakan doktrin tersebut untuk melindungi pihak yang dirugikan 

dalam hubungan perjanjian [10]. Pendekatan tersebut memperlihatkan peran hakim dalam mengembangkan hukum melalui 

interpretasi. Pengembangan tersebut digunakan untuk menilai validitas akta PPJB yang lahir dari situasi 

ketidakseimbangan. Penerapan doktrin tersebut menunjukkan bahwa keadilan substantif lebih diutamakan dibandingkan 

formalitas akta. 

 
Putusan tersebut juga menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian akta autentik tidak bersifat mutlak. Akta autentik memang 

mempunyai daya bukti maksimal berdasarkan peraturan prosedur sipil. Keabsahan akta tetap dapat dipersoalkan apabila 

terdapat cacat kehendak dalam pembentukannya. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai substansi perjanjian meskipun 

akta dibuat oleh notaris. Penilaian tersebut dilakukan terhadap akta PPJB yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak. 

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa akta PPJB tetap dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan prinsip keadilan. 

 
Peran notaris dalam perkara ini juga menjadi aspek penting yang perlu dianalisis secara kritis. Jabatan notaris memiliki 

fungsi memberikan kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik [11]. Kepastian hukum tersebut harus berjalan 

seiring dengan perlindungan terhadap kepentingan para pihak. Ketelitian notaris dalam memahami kondisi para pihak 

menjadi faktor penting dalam mencegah penyalahgunaan keadaan. Akta PPJB yang dibuat oleh notaris seharusnya 

mencerminkan kesepakatan yang bebas dan seimbang. Kondisi perkara ini menunjukkan bahwa akta PPJB tidak sepenuhnya 

mencerminkan prinsip kehati-hatian tersebut. 

 
Berdasarkan analisis peneliti, pertimbangan hakim juga mencerminkan penerapan asas itikad baik dalam hukum perjanjian. 

Asas iktikad baik mengharuskan setiap pihak bertindak jujur dan tidak memanfaatkan kelemahan pihak lain [12]. 

Penyalahgunaan keadaan merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas tersebut. Akta PPJB yang lahir dari 

penyalahgunaan keadaan tidak dapat dipertahankan keberlakuannya. Perjanjian yang melanggar asas itikad baik tidak layak 

dilindungi oleh hukum. Putusan hakim menunjukkan upaya menjaga integritas hubungan hukum antara para pihak. 

 
Pertimbangan hakim pada ini menunjukkan bahwa hukum bukan hanya menilai aspek formal suatu perjanjian. Penilaian 

juga mencakup kondisi sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi pembentukan perjanjian tersebut. Hakim menilai 

hubungan hukum secara menyeluruh agar tercapai keadilan substantif. Pendekatan tersebut relevan dengan perkembangan 

hukum modern yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama. Analisis tersebut juga menunjukkan bahwa keberadaan 

akta PPJB harus dinilai secara substantif. Akta PPJB hanya dapat dipertahankan apabila benar-benar mencerminkan 

kesepakatan bebas para pihak. 

 
Keseluruhan pertimbangan hakim menunjukkan bahwa pemanfaatan tidak sah situasi sebagai unsur pokok yang 

mengakibatkan kekurangan niat di dalam kontrak pihak terkait. Hubungan hukum yang semula berupa pinjaman uang 

berubah menjadi transaksi jual beli tanah melalui pembuatan akta PPJB. Perubahan tersebut terjadi dalam situasi 

ketidakseimbangan posisi ekonomi antara para pihak. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan yang melahirkan 

akta PPJB tidak terbentuk secara bebas. Hakim menilai bahwa keberlakuan akta PPJB tidak dapat dipertahankan apabila 

terbukti lahir dari penyalahgunaan keadaan. Pertimbangan tersebut menjadi dasar utama pembatalan akta dalam perkara 

ini. 

 
Berdasarkan analisis peneliti yang telah dipaparkan, Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PN Mtr menunjukkan bahwa 

penyalahgunaan keadaan dapat menjadi dasar pembatalan akta perjanjian yang dibuat oleh notaris. Ketidakseimbangan 

posisi ekonomi antara para pihak menyebabkan terbentuknya kesepakatan yang tidak mencerminkan kehendak bebas. 

Majelis hakim menilai substansi relasi peraturan yang faktanya terlaksana di antara beberapa pihak terkait sebelum 

lahirnya akta PPJB. Akta PPJB dinyatakan batal karena terbukti digunakan sebagai sarana penyalahgunaan keadaan. 

Putusan tersebut menegaskan bahwa keadilan substantif menjadi pertimbangan utama dalam menilai keabsahan suatu 

perjanjian. Keberadaan akta PPJB tidak dapat dipertahankan apabila bertentangan dengan prinsip kebebasan kehendak dan 
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asas itikad baik. 

 

B. Akibat Hukum Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Dibuat Oleh 

Notaris Akibat Misbruik van omstandigheden dalam Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PN 

Mtr 

Amar Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PN Mtr menyatakan pembatalan akta PPJB yang disusun depan Notaris karena 

terbukti terdapat penyalahgunaan keadaan / misbruik van omstandigheden. Majelis hakim menilai bahwa kesepakatan yang 

melandasi pembuatan akta tersebut tidak terbentuk secara bebas. Hakim mempertimbangkan adanya ketidakseimbangan 

posisi hukum antara para pihak ketika akta PPJB dibuat. Kondisi tersebut menyebabkan kesepakatan yang tertuang dalam 

akta tidak mencerminkan kehendak yang murni. Amar putusan tersebut pada hakikatnya bermakna bahwa akta PPJB yang 

semula memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik kehilangan kekuatan hukum mengikat setelah adanya 

pembatalan oleh pengadilan. Putusan tersebut sekaligus menegaskan bahwa keberadaan akta autentik tetap dapat diuji 

apabila terbukti mengandung cacat kehendak. 

 
Akibat hukum yang muncul pada pembatalan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam perkara tersebut pada 

dasarnya perlu dikaji secara komprehensif dengan merujuk pada konsep keabsahan perjanjian dalam hukum perdata. 

Analisis ini menjadi penting karena keabsahan suatu perjanjian bukan sekaddar ditetapkan oleh terpenuhinya aspek formal 

semata, namjn pula oleh terpenuhinya syarat-syarat substantif sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. 

Dalam konteks ini, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kerangka normatif yang jelas mengenai 

syarat sahnya suatu perjanjian, yang secara garis besar dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu syarat subjektif dan syarat 

objektif. [13]. Syarat subjektif berkaitan dengan aspek personal para pihak yang mengadakan perjanjian, yang meliputi 

adanya kesepakatan atau persetujuan kehendak antara para pihak, serta kecakapan hukum untuk membuat suatu perikatan. 

Kesepakatan dalam hal ini harus lahir secara bebas tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, maupun penipuan, sehingga 

mencerminkan kehendak yang murni dari para pihak. Sementara itu, kecakapan hukum merujuk pada kemampuan 

seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila satu diantara dari unsur 

syarat subjektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat tidak serta-merta menjadi tidak sah sejak awal, melainkan 

berada dalam kondisi bisa dibatalkan (vernietigbaar), yang maknanya perjanjian tersebut tetap dianggap berlaku sepanjang 

tidak diajukan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan. 

 
Di sisi lain, syarat objektif berhubungan dengan substansi atau isi dari perjanjian itu sendiri. Syarat ini mencakup adanya 

objek tertentu yang diperjanjikan serta adanya causa atau sebab yang halal sebagai dasar terbentuknya perjanjian. Objek 

tertentu mengandung arti bahwa urusan yang disepakati wajib terang serta bisa diidentifikasi, sedangkan causa yang halal 

menghendaki agar isi dan tujuan perjanjian tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. 

Berbeda dengan syarat subjektif, jika kondisi faktual ini tidak dipenuhi, lalu kontrak tersebut dianggap batal demi hukum 

(null and void), yang berarti mulai awal kontrak itu dinyatakan tidak pernah eksis serta tidak menghasilkan dampak 

peraturan apapun bagi pihak terkait. [14]. 

 
Berlandaskan analisis peneliti, putusan tersebut menunjukkan bahwa pembatalan akta PPJB berlangsung sebab terdapat 

cacat pada unsur kesepakatan para pihak. Cacat kesepakatan tersebut muncul akibat terdapat penyalahgunaan keadaan 

yang dimanfaatkan oleh salah satu pihak. Unsur kesepakatan sebagai syarat subjektif menjadi tidak terpenuhi karena 

kehendak salah satu pihak terbentuk melalui tekanan keadaan tertentu. Hakim menilai bahwa kondisi tersebut 

menyebabkan kesepakatan tidak lahir secara bebas. Keadaan tersebut tidak berkaitan dengan objek perjanjian maupun 

causa yang halal. Pertimbangan tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa perjanjian termasuk kategori dapat dibatalkan. 

 
Perbedaan antara tidak sah atas dasar peraturan serta bisa dihapuskan mempunyai akibat peraturan yang krusial bagi 

validitas sebuah kontrak. Perjanjian yang batal demi hukum dianggap bukan pernah ada sejak awal karena melanggar syarat 

objektif perjanjian. Kondisi tersebut menyebabkan perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum sejak saat dibuat. Sebaliknya 

perjanjian yang dapat dibatalkan tetap dianggap sah sepanjang belum ada putusan pengadilan yang membatalkannya [15]. 

Hak pembatalan hanya dimiliki oleh pihak yang dirugikan akibat cacat kehendak tersebut. Karakteristik tersebut 

menunjukkan bahwa pembatalan memerlukan tindakan hukum melalui proses peradilan. 

 
Berdasarkan analisis peneliti, akta PPJB dalam perkara tersebut termasuk kategori perjanjian yang dapat dibatalkan atau 

vernietigbaar. Kesimpulan tersebut didasarkan pada fakta bahwa masalah utama terletak pada cacat kehendak para pihak. 

Penyalahgunaan keadaan menyebabkan kesepakatan yang menjadi dasar pembuatan akta tidak terbentuk secara bebas [16]. 

Keadaan tersebut termasuk bentuk cacat kehendak yang berkembang dalam doktrin hukum perdata modern. Ketentuan 

Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang bukan secara eksplisit menyebut misbruik van omstandigheden. 

Namun praktik peradilan Indonesia telah mengakui konsep tersebut selaku alibi pembatalan perjanjian. 

 
Akibat hukum selanjutnya dari pembatalan akta PPJB pada Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PN Mtr adalah hilangnya 

kekuatan mengikat akta PPJB setelah adanya putusan pengadilan. Sebelum adanya putusan pembatalan, akta PPJB yang 

disusun Notaris tetap berkekuatan hukum sebagai akta autentik. Kekuatan pembuktian tersebut melekat karena akta 

dihasilkan oleh petugas publik yang memiliki otoritas. Adanya pembatalan oleh hakim menyebabkan akta PPJB pada Putusan 

Nomor 234/Pdt.G/2020/PN Mtr tidak lagi dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan peralihan hak. Status hukum hubungan 

para pihak kembali kepada keadaan sebelum perjanjian dibuat. Konsekuensi tersebut merupakan bentuk penjagaan 

peraturan bagi pihak yang menderita kerugian. 

 
Misbruik van omstandigheden sebagai dasar pembatalan perjanjian menunjukkan adanya cacat kehendak yang serius dalam 
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pembentukan perjanjian. Doktrin ini berkembang untuk melindungi pihak yang berposisi di dalam kedudukan rentan lemah 

atau terdesak. Kondisi ketidakseimbangan tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan 

yang tidak wajar. Hakim menggunakan konsep tersebut untuk menilai apakah kesepakatan terbentuk secara bebas. Cacat 

kehendak tersebut menyebabkan unsur kesepakatan tidak terpenuhi secara substantif. Akibatnya perjanjian tidak 

mencerminkan asas kebebasan berkontrak yang seimbang. 

 
Berdasarkan analisis peneliti, penerapan konsep misbruik van omstandigheden pada Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PN 

Mtr menunjukkan perkembangan penting dalam praktik peradilan perdata di Indonesia. Pengadilan tidak hanya menilai 

keabsahan formal suatu akta autentik. Hakim juga mempertimbangkan keseimbangan kehendak yang melatarbelakangi 

pembentukan perjanjian. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa keadilan substantif menjadi pertimbangan penting dalam 

memutus perkara perdata. Akta autentik tidak lagi dipandang sebagai instrumen yang tidak dapat diganggu gugat. 

Pendekatan tersebut memberikan perlindungan lebih teguh bagi pihak terkait yang berposisi di dalam kedudukan rentan. 

 
Akibat hukum pembatalan juga berdampak langsung terhadap akta PPJB yang disusun Notaris. Akta autentik tersebut 

kehilangan kekuatan mengikat setelah adanya putusan pembatalan oleh pengadilan. Kedudukan akta tidak lagi bisa 

digunakan landasan penerapan pengalihan kepemilikan terhadap lahan. Hubungan hukum antara para pihak kembali 

kepada keadaan sebelum adanya perjanjian. Pembeli tidak lagi memiliki dasar hukum untuk menuntut pelaksanaan jual beli. 

Penjual kembali memperoleh kedudukan hukum atas objek tanah yang menjadi sengketa. 

 
Pembatalan tersebut juga menunjukkan bahwa akta PPJB sebagai akta autentik tetap dapat diuji melalui mekanisme 

peradilan. Notaris hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal dari akta yang dibuat [17]. Penilaian mengenai 

adanya cacat kehendak berada dalam kewenangan hakim. Kondisi tersebut menunjukkan adanya batasan tanggung jawab 

Notaris dalam pembuatan akta. Akta yang secara formal sah tetap dapat dibatalkan apabila terbukti terdapat 

penyalahgunaan keadaan. Mekanisme tersebut memelihara harmoni di antara kejelasan peraturan serta keadilan materiil. 

 
Menurut analisis peneliti, akibat hukum yang ditetapkan hakim pada Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PN Mtr telah sesuai 

dengan prinsip hukum perdata mengenai pembatalan perjanjian. Hakim menilai bahwa permasalahan utama terletak pada 

unsur kesepakatan para pihak. Unsur tersebut merupakan bagian dari syarat subjektif sahnya perjanjian menurut Pasal 

1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pelanggaran syarat subjektif memang menimbulkan akibat hukum berupa 

perjanjian yang dapat dibatalkan. Pendekatan tersebut menunjukkan konsistensi hakim dalam menerapkan prinsip hukum 

perdata. Putusan tersebut sekaligus memperkuat perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan. 

 
Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa pembatalan akta PPJB dalam perkara tersebut termasuk 

kategori perjanjian yang dapat dibatalkan atau vernietigbaar. Misbruik van omstandigheden menyebabkan kesepakatan 

para pihak tidak terbentuk secara bebas. Kondisi tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat subjektif sahnya 

perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta PPJB tetap dianggap sah sebelum adanya 

putusan pembatalan oleh pengadilan. Setelah putusan dijatuhkan akta tersebut kehilangan kekuatan hukum mengikat. 

Konsekuensi tersebut mengembalikan kedudukan hukum para pihak seperti keadaan sebelum perjanjian dibuat. 

 

Simpulan 

Dasar pertimbangan hakim dalam membatalkan Akta PPJB pada perkara perdata Nomor 234/Pdt.G/2020/PN Mtr bertumpu 

pada adanya cacat kehendak akibat penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden. Majelis hakim menilai 

bahwa hubungan hukum awal para pihak merupakan transaksi pinjam meminjam uang yang menggunakan sertifikat tanah 

sebagai jaminan. Perubahan hubungan hukum menjadi PPJB melalui akta PPJB tidak mencerminkan tujuan awal 

kesepakatan para pihak. Ketidakseimbangan posisi ekonomi antara para pihak memengaruhi kebebasan kehendak para 

penggugat ketika menyetujui pembuatan akta tersebut. Hakim menilai bahwa kesepakatan yang melahirkan akta PPJB tidak 

terbentuk secara bebas sebagaimana syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menegaskan akta PPJB tidak memiliki kekuatan hukum 

mengikat sebab terbukti lahir dari penyalahgunaan keadaan. 

 
Akibat hukum pembatalan akta PPJB pada Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PN Mtr termasuk kategori perjanjian yang dapat 

dibatalkan atau vernietigbaar. Cacat kehendak yang muncul akibat misbruik van omstandigheden menyebabkan unsur 

kesepakatan sebagai syarat subjektif sahnya perjanjian tidak terpenuhi secara sempurna. Perjanjian tersebut tetap dianggap 

sah sebelum adanya putusan pengadilan yang membatalkannya. Putusan pengadilan menyebabkan akta PPJB kehilangan 

kekuatan hukum mengikat sebagai akta autentik. Akta Kuasa Menjual serta Akta Jual Beli yang lahir berdasarkan akta PPJB 

tersebut juga tidak memiliki kekuatan hukum setelah adanya pembatalan. Keadaan hukum para pihak kembali seperti 

sebelum terjadinya perjanjian sehingga hak atas tanah tetap berada pada pemilik semula. Konsekuensi tersebut merupakan 

bentuk penjagaan peraturan bagi pihak terkait yang menderita kerugian karena pemanfaatan tidak sah situasi di dalam 

pembuatan kontrak. 

 
Saran penelitian ini ditujukan kepada beberapa pihak yang memiliki peran langsung dalam pembuatan dan pelaksanaan 

akta perjanjian. Bagi Notaris diharapkan meningkatkan ketelitian serta kehati-hatian ketika menyusun akta PPJB agar isi 

akta benar-benar mencerminkan kehendak bebas para pihak serta tidak digunakan sebagai sarana penyalahgunaan 

keadaan. Para pihak yang melakukan transaksi perdata juga diharapkan memahami secara jelas tujuan serta konsekuensi 

hukum dari akta yang ditandatangani agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai substansi perjanjian. Sementara bagi 

Hakim diharapkan tetap konsisten menerapkan doktrin misbruik van omstandigheden selaku dasar perlindungan hukum 

bagi pihak yang berada dalam posisi rentan. Rekomendasi ini penting untuk menjaga keseimbangan hubungan hukum serta 
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mencegah penggunaan akta autentik sebagai sarana memperoleh keuntungan yang tidak wajar. 
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